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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN 

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara, latsar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan 

secara profesional dan efisien. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas 

layanan publik, latsar mengedepankan pengembangan kompetensi ASN 

berdasarkan core values yang telah ditetapkan, yaitu BerAKHLAK, manajemen, 

dan smart ASN. Core values ini diharapkan menjadi dasar dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab ASN, yang salah satunya tercermin dalam peran unit 

kerja Biro Protokol dan Humas. Dalam Biro Protokol dan Humas terdapat 3 

subbagian di dalamnya yaitu Subbagian Penyelenggaraan Upacara, Subbagian 

Alat Kelengkapan Dewan dan Subbagian Acara Pimpinan. 

 Subbagian Penyelenggaraan Upacara memiliki peran yang sangat penting 

dalam melaksanakan acara kenegaraan dan acara resmi, terutama upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS yang merupakan acara yang 

sangat menentukan citra dan kesan profesionalisme institusi negara. 

Keberhasilan unit kerja keprotokolan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat 

tergantung pada pengelolaan dan pengorganisasian yang baik. 

 Penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran penting 

dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan birokrasi. 

Upacara ini tidak hanya sebagai simbol pengangkatan pejabat, tetapi juga sebagai 

momen formal yang mencerminkan integritas dan profesionalisme institusi 

pemerintah. Dalam hal ini, subbagian upacara memiliki tanggung jawab besar 

dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan upacara tersebut. Namun, 

meskipun penting, penyelenggaraan upacara pelantikan dan pengambilan 

sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI menghadapi beberapa tantangan, 

yang berkaitan dengan ketidaklengkapan pedoman dan prosedur yang 

terstandarisasi. 
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 Salah satu isu utama yang dihadapi adalah belum adanya panduan yang jelas 

mengenai tata cara penyelenggaraan upacara tersebut. Tanpa adanya panduan 

yang terperinci, variasi dalam pelaksanaan upacara dapat terjadi, yang berpotensi 

mengurangi keseragaman dan kualitas acara tersebut. Panduan yang jelas 

sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar protokol 

yang berlaku. Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam 

penyelenggaraan upacara juga menjadi kendala. Beberapa unit kerja yang terlibat 

dalam acara ini sering kali kurang terkoordinasi, sehingga menyebabkan 

ketidaksesuaian dalamh jadwal, pengadaan perlengkapan, dan administrasi yang 

kurang terpadu. Koordinasi yang lebih baik antar unit kerja sangat penting untuk 

memastikan upacara berjalan dengan lancar dan efisien. 

 Selain itu, ketidakteraturan dalam hal tata busana dan atribut yang dikenakan 

saat upacara pelantikan juga menjadi isu yang perlu segera ditangani. Saat ini, 

belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur secara rinci mengenai tata 

busana dan atribut yang harus dikenakan oleh peserta upacara. Padahal, 

penggunaan busana yang seragam dan sesuai standar sangat penting untuk 

menciptakan kesan profesional dan terorganisir dalam setiap upacara resmi. Oleh 

karena itu, penyusunan juknis yang jelas mengenai tata busana dan atribut 

pelaksanaan upacara menjadi hal yang sangat penting agar seluruh pihak yang 

terlibat dapat mengikuti aturan yang sama dan menciptakan suasana upacara 

yang lebih teratur dan formal. Menyelesaikan ketiga isu tersebut belum adanya 

panduan penyelenggaraan upacara, kurang optimalnya koordinasi antar unit 

kerja, serta belum adanya juknis tata busana dan atribut akan berkontribusi pada 

peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR 

RI. 

 Melihat kondisi tersebut, aktualisasi dari pelaksanaan latsar harus diarahkan 

pada penyelesaian isu-isu tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan 

upacara dapat dilaksanakan dengan lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan citra positif dari institusi 

Setjen DPR RI. Penyelesaian terhadap isu-isu ini sejalan dengan upaya untuk 

menerapkan core value BerAKHLAK, yaitu memberikan pelayanan yang jujur, 

transparan, profesional dan mengelola sumber daya kegiatan secara terstruktur, 
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efisien, dan efektif serta smart ASN, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk 

mendukung kelancaran tugas ASN di setiap unit kerja. Hal ini juga akan 

mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi yang lebih baik, sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang bertujuan untuk menciptakan 

pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. 

 

B. Dasar Hukum 

 Dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini, digunakan beberapa landasan 

atau dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan latsar, tugas dan fungsi 

Pengelola Keprotokolan, manajemen ASN, dan smart ASN. 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; 

3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;   

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 

Tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2025-2029; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksaan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;   

7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 30);   

8. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik 

Indonesia;   

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
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11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

581/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

C. Tujuan 

 Tujuan dibuatnya rancangan aktualisasi ini adalah pemanfaatan buku saku 

dalam penyelenggaraan  upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga dapat mendukung terwujudnya 

acara yang lebih terorganisir, efisien, dan berkualitas, serta mencerminkan 

profesionalisme Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. 

 

D. Manfaat 

 Terdapat beberapa manfaat dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini yang 

dapat menjadi panduan analisis Protokol dalam menjalankan tugasnya yaitu : 

1. Peningkatan efisiensi dan penghematan waktu dengan pemanfaatan teknologi 

yang terstruktur, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan mudah; 

2. Penyimpanan data yang terorganisir dan mudah diakses sehingga 

memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang tepat selama 

proses persiapan acara; 

3. Meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan hal ini memastikan bahwa 

setiap informasi yang disajikan selalu akurat dan konsisten; 

4. Integrasi dan Koordinasi yang lebih baik setiap panitia acara yang menghindari 

tumpang tindih antara tugas yang satu dengan yang lainnya; 

5. Optimalisasi penggunaan SDM dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi 

jika pengelolaan data dilakukan secara manual; 

6. Meningkatkan profesionalisme dan citra instansi yang memanfaatkan teknologi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

A. Visi dan Misi Organisasi 

1. Sekretariat Jenderal DPR RI  

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang 

berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal 

DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Pimpinan DPR RI. Maka dari itu Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia mendukung tercapainya visi misi DPR RI. 

a. Visi Sekretariat Jenderal DPR RI  

 Terwujudnya DPR RI sebagai pilar demokrasi substansial yang 

modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.  

b. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI 

- Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran 

DPR RI yang efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. 

- Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (dynamic 

parliament governance) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI 

dalam kerangka reformasi birokrasi. 

2. Biro Protokol 

 Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan serta pengelolaan arsip 

dan perpustakaan.   

a. Visi Biro Protokol 

Visi dari Pimpinan Tinggi Pratama Biro Protokol adalah Terwujudnya 

penyelenggaraan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal secara Profesional  
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b. Misi Biro Protokol 

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan, Alat 

Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian; 

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan kepada Pimpinan, Alat 

Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia serta Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian di bandara;  

- Terselenggaranya dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan 

Badan Keahlian; 

- Terselenggaranya penyaluran delegasi masyarakat dan 

penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan. 

 

B. Struktur Unit Kerja 

 Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu unit 

yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan mempunyai unit bagian 

di bawahnya sebanyak 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Protokol, Bagian Humas 

dan Pengelolaan Museum, Bagian Perpustakaan, dan Bagian Arsip. 

 
Gambar 2.1 Struktur Unit Kerja 

 

C. Tugas dan Fungsi Jabatan  

 Biro protokol dan hubungan masyarakat memiliki tugas menyelenggarakan 

dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan 
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perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR 

RI. 

 Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu unit 

yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan mempunyai unit bagian 

di bawahnya sebanyak 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Protokol, Bagian Humas 

dan Pengelolaan Museum, Bagian Perpustakaan, dan Bagian Arsip. Bagian 

Protokol mempunyai tugas melaksanakan dukungan keprotokolan dalam acara 

dan upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat 

Jenderal Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Protokol;  

2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang keprotokolan;  

3. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal dan 

pelaksanaan dukungan keprotokolan di bandara;  

4. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  

5. Pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam Upacara Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;  

6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Protokol; dan 

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan 

Hubungan Masyarakat. 
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BAB III 

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

A. Identifikasi Isu 

 Unit Protokol di Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran strategis dalam 

memastikan kelancaran penyelenggaraan berbagai agenda resmi, baik yang 

bersifat internal, kenegaraan, maupun hubungan antar lembaga. Dalam era 

transformasi digital dan tuntutan reformasi birokrasi saat ini, peningkatan kualitas 

manajemen ASN serta penguatan literasi digital menjadi keharusan agar layanan 

protokoler tetap profesional, cepat, dan akurat. Namun, dinamika kerja protokoler 

yang serba cepat, ditambah dengan jadwal DPR yang sering berubah, menuntut 

kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan terbuka akan teknologi. Pada 

kenyataannya, masih ditemukan tantangan seperti pemanfaatan teknologi yang 

belum optimal, kesenjangan keterampilan digital antar pegawai, sistem 

manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi digital, hingga rendahnya 

literasi digital. 

 Identifikasi isu ini penting dilakukan untuk menemukan akar permasalahan 

yang menghambat efektivitas kinerja protokoler, sekaligus menjadi dasar 

perumusan strategi peningkatan kapasitas ASN dan penguatan literasi digital. 

Dengan demikian, unit Protokol Setjen DPR RI dapat beradaptasi terhadap 

perkembangan teknologi, menjamin keamanan informasi, dan memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan standar protokoler modern. Dengan kondisi yang 

telah ada maka isu yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut : 
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1. Tabel Rumusan Isu 

N

o 

Rumusan 

Isu 

Kondisi 

saat ini 

(data dan 

fakta) 

Dampak 

apabila isu 

tidak 

diselesaikan 

Kondisi 

yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan 

dan Peran 

ASN 

mendukun

g SMART 

Governanc

e 

1. 

Belum 

terdapatnya 

panduan 

penyelenggaraa

n upacara 

pelantikan 

pejabat dan 

pengambilan 

sumpah PNS di 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI  

Tidak ada 

pedoman 

atau standar 

prosedur 

yang jelas 

untuk 

pelaksanaan 

upacara 

pelantikan 

dan 

pengambilan 

sumpah PNS, 

menyebabkan 

ketidakpastia

n dalam 

pelaksanaan. 

Mengurangi 

kredibilitas dan 

profesionalisme 

dalam 

penyelenggaraan 

upacara, potensi 

ketidaksesuaian 

pelaksanaan 

meningkatkan 

risiko kesalahan 

prosedural, serta 

mengganggu 

citra institusi. 

Tersedianya 

panduan yang 

jelas dan 

terstruktur yang 

mengacu pada 

regulasi dan 

standar yang 

berlaku dalam 

pelaksanaan 

upacara 

pelantikan dan 

pengambilan 

sumpah PNS 

untuk 

memperkuat 

prinsip 

keterbukaan 

dan 

akuntabilitas. 

Panduan yang 

jelas akan 

mendukung 

terciptanya 

tata kelola 

yang baik, 

transparan, 

dan sesuai 

dengan 

prinsip-prinsip 

SMART 

Governance 

yang 

melibatkan 

perencanaan 

yang matang, 

efektivitas 

dalam proses, 

dan 

akuntabilitas 

dalam setiap 

tindakan. 

2.  

Kurang 

optimalnya 

koordinasi 

dengan unit 

kerja lain dalam 

penyelenggaraa

n upacara 

pelantikan 

pejabat dan 

pengambilan 

sumpah ASN di 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI 

Koordinasi 

antar unit 

kerja terkait 

pelaksanaan 

upacara 

pelantikan 

dan sumpah 

ASN masih 

kurang efektif, 

sering terjadi 

kesalahan 

dalam 

pembagian 

tugas dan 

waktu 

dikarenakan 

pemberitahua

n kegiatan 

Terjadi 

keterlambatan, 

pembagian tugas 

yang kurang 

jelas, serta 

ketidaksesuaian 

dalam 

pelaksanaan 

upacara yang 

merugikan citra 

institusi 

Terjalinnya 

koordinasi yang 

lebih efektif 

antara unit kerja 

terkait, 

pembagian 

tugas yang jelas 

dan terjadwal, 

serta 

pelaksanaan 

upacara yang 

lebih terorganisir 

dan tepat waktu 

Meningkatkan 

kerja sama 

lintas unit 

untuk 

mewujudkan 

tata kelola 

yang lebih 

efektif, 

mendukung 

prinsip 

kolaborasi 

dalam ASN 

smart 

governance 
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yang 

mendadak 

3. 

Belum adanya 

juknis tata 

busana dan 

atribut 

pelaksanaan 

upacara  

pelantikan 

pejabat dan 

pengambilan 

sumpah PNS di 

Sekretariat 

Jenderal DPR 

RI 

Tidak ada 

pedoman 

atau standar 

terkait tata 

busana dan 

atribut yang 

digunakan 

saat upacara 

pelantikan 

PNS 

ketidakseragama

n dalam 

pelaksanaan 

upacara, dapat 

menurunkan 

profesionalisme 

dan kesan formal 

acara 

Tersusunnya 

juknis tata 

busana dan 

atribut yang 

jelas, seragam, 

dan sesuai 

dengan 

penyelenggaraa

n upacara 

pelantikan yang 

dapat 

meningkatkan 

kesan 

profesional 

Mendukung 

terciptanya 

prosedur 

standar yang 

jelas untuk 

semua 

pelaksanaan 

upacara, 

menciptakan 

efisiensi dan 

kerapian 

dalam 

melaksanakan 

tugas sebagai 

ASN 

Tabel 3.1 Rumusan Isu 

 

2. Deskripsi Isu 

a. Isu Ke-1 : : Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat 

Jenderal DPR RI 

  Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Setjen DPR RI menjadi masalah 

yang semakin mendesak untuk segera ditangani. Hal ini menyebabkan 

ketidakpastian prosedural, potensi penyalahgunaan wewenang, dan 

kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena 

itu, sangat penting untuk segera menyusun panduan resmi yang mengatur 

tata cara upacara tersebut, mencakup urutan acara, prosedur pengambilan 

sumpah, serta dokumentasi yang jelas, guna memastikan pelaksanaan 

yang transparan dan akuntabel. 

 
Gambar 3.1 Bukti dukung pada isu pertama 
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1. Kondisi masalah saat ini  

Tidak ada dokumen atau panduan yang mengatur tata cara pelaksanaan 

upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat 

Jenderal DPR RI. Seluruh prosedur pelaksanaan upacara disesuaikan 

dengan kebutuhan saat itu dan dilakukan sesuai SOP yang berlaku. 

Pengaturan acara lebih bersifat ad-hoc, berdasarkan keputusan internal 

tanpa pedoman tetap. 

2. Dampak isu jika tidak diselesaikan  

Tanpa panduan yang jelas, ada potensi penyimpangan dalam 

pelaksanaan upacara yang bisa bervariasi di tiap kesempatan. Hal ini 

dapat menyebabkan perencanaan upacara akan lebih lama, melibatkan 

koordinasi yang kurang optimal antar unit kerja lain. Sehingga dapat 

mengurangi kredibilitas institusi dan menurunkan kualitas dan 

profesionalisme. 

3. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung 

SMART Governance 

Dalam mendukung Profesionalisme ASN, panduan yang terperinci akan 

meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas ASN, serta memfasilitasi 

penciptaan pemerintahan yang baik melalui prosedur yang efisien dan 

transparan. Meningkatkan tata kelola yang baik (Good Governance): 

ASN yang menjalankan prosedur yang baku berperan dalam 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap 

pemerintahan. 

 

b. Isu Ke-2 : Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan 

sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI 

 Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI mencerminkan tantangan dalam 

sinergi antar bagian yang terlibat. Ketidakselarasan antara unit kerja 

menyebabkan hambatan dalam persiapan dan pelaksanaan acara, seperti 

ketidaksesuaian waktu, peralatan, dan tata cara pelaksanaan. Kurangnya 

komunikasi yang terstruktur mempengaruhi kelancaran acara, yang 
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seharusnya mencerminkan profesionalisme dan ketepatan waktu dalam 

setiap aspek penyelenggaraan. Untuk itu, perbaikan dalam koordinasi antar 

unit kerja menjadi hal yang krusial demi tercapainya tujuan acara yang 

sukses dan terorganisir dengan baik. Kondisi masalah saat ini. 

 
Gambar 3.2 Bukti dukung pada isu kedua 

 

1. Kondisi Masalah Pada Saat ini 

Koordinasi antar unit kerja terkait pelaksanaan upacara pelantikan dan 

sumpah ASN masih kurang efektif, sering terjadi kesalahan dalam 

pembagian tugas dan waktu dikarenakan pemberitahuan kegiatan yang 

mendadak dan sering kali sudah di luar jam kerja. 

2. Dampak isu jika tidak diselesaikan  

Terjadi keterlambatan, pembagian tugas yang kurang jelas, serta 

ketidaksesuaian dalam pelaksanaan upacara dan ada elemen yang 

terlewatkan dalam upacara sehingga merugikan citra institusi. 

3. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung 

SMART  Governance 

Meningkatkan kerja sama lintas unit untuk mewujudkan tata kelola yang 

lebih efektif dan terstruktur, kolaborasi yang mendukung prinsip 

transparansi dan akuntabilitas ASN yang berbasis smart governance.  
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c. Isu Ke 3 : Belum adanya juknis tata busana dan atribut pelaksanaan 

upacara  pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

  Belum adanya petunjuk teknis (juknis) mengenai tata busana dan atribut 

pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI mengakibatkan ketidakteraturan dalam 

penampilan peserta upacara, baik pejabat yang dilantik maupun ASN yang 

hadir. Tanpa adanya juknis yang jelas, setiap unit atau individu dapat 

memiliki interpretasi berbeda terkait standar pakaian resmi yang harus 

dikenakan, yang berpotensi menurunkan profesionalisme acara. Hal ini juga 

dapat menyebabkan kebingungannya peserta, terutama terkait 

penggunaan atribut seperti tanda pangkat, pin, atau simbol lain yang 

mencerminkan jabatan atau status ASN. Oleh karena itu, diperlukan 

penyusunan juknis yang mengatur secara rinci tata busana dan atribut yang 

sesuai, guna memastikan keseragaman dan kualitas upacara yang lebih 

terstruktur dan profesional. 

 
Gambar 3.3 Bukti dukung pada isu ketiga 

 

1. Kondisi Masalah pada saat ini  

Tidak ada pedoman atau standar terkait tata busana dan atribut yang 

digunakan saat upacara pelantikan PNS. 
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2. Dampak isu jika tidak diselesaikan  

Ketidakseragaman dalam pelaksanaan upacara, dapat menurunkan 

profesionalisme dan kesan formal pada upacara pelantikan dan 

pengambilan sumpah PNS yang berpotensi merusak citra 

profesionalisme institusi. 

3. Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung 

SMART Governance  

Tanpa adanya juknis yang jelas terkait tata busana dan atribut, tidak 

hanya merusak keseragaman dalam upacara, tetapi juga menghambat 

penerapan transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas 

ASN. Dengan adanya juknis yang jelas, ASN akan lebih mudah 

memahami peran dan tanggung jawab mereka, memastikan acara 

berjalan dengan efisien dan terstruktur. Hal ini juga mendukung 

akuntabilitas, karena setiap ASN yang terlibat dalam upacara dapat 

dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan 

profesionalisme pemerintahan. 

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

1. Teknik Tapisan Isu 

Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan dengan menggunakan 

metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Metode USG merupakan 

salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik 

scoring 1-5 dan dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode 

USG. Gagasan Kreatif Sebagai Solusi Isu yang Dipilih Serta Kegiatan 

Terhadap Gagasan Tersebut. 

 SKOR KATEGORI INDIKATOR 

URGENCY 

5 Sangat mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan 

4 Mendesak  Harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan 

3 Cukup mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 9 bulan 

2 Kurang mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan 

1 Tidak Mendesak Harus diselesaikan dalam waktu 15 bulan 

SERIOUSNESS 

5 Sangat mendesak Dampak isu akan berpengaruh terhadap 

Sekretariat Jenderal DPR RIa 

4 Mendesak Dampak isu akan berpengaruh pada Biro 

Protokol dan Humas  
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3 Cukup mendesak Dampak isu akan berpengaruh pada 

semua subbagian penyelenggaraan 

upacara  

2 Kurang mendesak Dampak isu akan berpengaruh pada 

pengelola keprotokolan 

1 Tidak Mendesak Dampak isu akan erpengaruh pada 

individu pengelola keprotokolan 

GROWTH 

5 Sangat mendesak Memburuk pada kurun waktu 1 Bulan 

4 Mendesak Memburuk pada kurun waktu 3 Bulan 

3 Cukup mendesak Memburuk pada kurun waktu 6 Bulan 

2 Kurang mendesak Memburuk pada kurun waktu 1 Tahun 

1 Tidak Mendesak Memburuk pada kurun waktu >1 Tulan 

Tabel 3.2 Keterangan Indikator Nilai USG 

 

2. Pemilihan Isu Prioritas 

No ISU 
NILAI 

JUMLAH PRIORITAS 
U S G 

1 

Belum terdapatnya panduan 

penyelenggaraan upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

5 4 5 14 1 

2 

Kurang optimalnya koordinasi dengan unit 

kerja lain dalam penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan 

sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR 

RI 

3 4 3 10 3 

3 

Belum adanya juknis tata busana dan 

atribut pelaksanaan upacara  pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

4 4 4 12 2 

Tabel 3.3 Pemilihan isu prioritas menggunakan metode USG 

 

Berdasarkan metode tapisan isu menggunakan metode USG maka diperoleh  

isu prioritas yaitu “Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR 

RI” mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 14. Adapun pembahasan terkait 

pendekatan USG dengan isu yang dipilih adalah sebagai berikut : 

a. Urgency 

Urgency adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas bila 

dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu 

tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut. 
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Karena Isu Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal 

DPR RI, maka isu ini menjadi isu yang mendesak untuk bahas. Karena 

bersentuhan langsung dengan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI yang merupakan salah satu Lembaga tertinggi negara yang 

memegang wewenang legislatif. Oleh karena itu, pengoptimalan dalam hal 

panduan acara tersebut diupayakan secepat mungkin demi terciptanya 

pelayanan yang prima. 

b. Seriousness 

Seriousness adalah seberapa isu tersebut perlu dibahas bila dikaitkan 

dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang 

menimbulkan isu terebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah 

lain kalau masalah penyebab isu tidak diperhatikan. Kaitannya dengan 

keprotokolan di lingkungan DPR RI, dalam hal seriousness menjadi sangat 

tinggi karena agenda ini berhubungan langsung dengan pejabat tinggi di 

DPR RI. Oleh karena itu, belum terdapatnya panduan upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI 

menjadi isu yang serius. Dengan pelayanan yang baik, wajah dari birokrasi 

khususnya Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi semakin baik pula. 

c. Growth 

Growth adalah seberapa mungkinnya isu tersebut menjadi berkembang 

bila dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin 

memburuk bila dibiarkan. Dalam hal penyelenggaraan upacara, dengan 

pelayanan yang baik diharapkan hal tersebut dapat membuat citra positif 

bagi pihak-pihak yang berkaitan. Apabila hal pelayanan tidak diperbarui 

dan tidak berkembang, maka permasalahan tersebut dapat menjalar ke 

ranah citra DPR RI yang tidak kompeten dalam menjalankan keprotokolan 

sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dan setelah melakukan konsultasi dengan 

mentor terkait pemilihan isu prioritas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu 

permasalahan yang menjadi rumusan isu dan harus segera ditindaklanjuti 

berdasarkan tingkat urgensi isu, keseriusan isu, dan kemungkinan isu tersebut 

untuk terus berkembang seiring berjalannya waktu pada kinerja di unit kerja 
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Keprotokolan DPR RI adalah “Belum terdapatnya panduan 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI” 

 

C. Analisis Isu 

 Analisis isu diperlukan untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan 

tersebut lebih mendalam, diperlukan suatu metode analisis yang mampu 

memetakan faktor-faktor penyebab secara sistematis. Salah satu metode yang 

umum digunakan dalam menganalisis akar masalah adalah diagram fishbone 

(diagram tulang ikan). Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dibahas 

teknik analisis isu menggunakan diagram fishbone guna mengidentifikasi 

penyebab utama dan merumuskan langkah langka solutif yang tepat. 

 
Gambar 3.4 Diagram Fishbone 

 

 Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat 

dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI disebabkan oleh 

berbagai faktor yang saling terkait. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan 

langkah-langkah strategis seperti penyusunan panduan berupa buku saku, 

peningkatan koordinasi antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan 

evaluasi berkala terhadap pelaksanaan upacara. Dengan demikian, diharapkan 
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pelaksanaan upacara dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

 Dalam mengatasi permasalahan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis mempunyai gagasan pemecahan isu yaitu 

buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan dicoba untuk 

diaktualisasikan dalam habituasi berisi terkait dengan pedoman yang dapat 

digunakan dalam pelaksanaan acara-acara yang membutuhkan keprotokolan. 

Pada buku saku tersebut penulis akan mencoba untuk menyusun panduan 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga nantinya dapat memudahkan untuk staf 

protokol dalam menjalankan tugasnya, khususnya bagi staf baru yang agar cepat 

memahami tugas-tugas dari keprotokolan. Serta dapat membantu unit kerja lain 

dalam menyelenggarakan acara atau upacara yang membutuhkan keprotokolan 

di dalamnya. 
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BAB IV 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja Biro Protokol dan Humas 
Identifikasi Isu a. Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI. 
b. Kurang optimalnya koordinasi dengan unit kerja lain dalam penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI. 
c. Belum adanya juknis tata busana dan atribut pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Isu yang Diangkat Belum terdapatnya panduan penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Gagasan Pemecahan Isu Buku Saku Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
 

MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-Nilai Dasar ASN 

BerAKHLAK 

Keterkaitan 

substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan 

Smart ASN 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tujuan 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  

Perencanaan 

penyusunan panduan 

buku saku 

penyelenggaraan 

upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS 

• Mengidentifikasi 

kebutuhan untuk 

penyelenggaraan 

upacara. 

• Mencari referensi 

mengenai kebutuhan 

dan persiapan 

Rencana kegiatan 

lengkap dengan 

jadwal, dan 

kebutuhan teknis 

yang detail. 

• Berorientasi pelayanan; 

Buku saku ini harus dirancang 

dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kenyamanan 

semua pihak yang terlibat 

dalam upacara, baik itu 

pejabat yang dilantik, peserta 

• Smart ASN; 

Perencanaan 

penyusunan panduan 

buku saku upacara 

pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah 

PNS merupakan langkah 

Perencanaan buku saku 

ini memastikan upacara 

pelantikan dan 

pengambilan sumpah 

pejabat dilakukan secara 

tertib, transparan, dan 

sesuai dengan prosedur 
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penyelenggaraan 

upacara. 

• Melakukan diskusi 

singkat dengan tim 

protokol terkait 

kebutuhan persiapan 

upacara. 

upacara, maupun masyarakat 

yang menjadi saksi. 

Menyusun panduan yang jelas 

dan mudah diikuti merupakan 

bentuk pelayanan publik yang 

baik, yang memastikan 

pelaksanaan upacara berjalan 

lancar dan sesuai harapan. 

• Akuntabel; perencanaan 

penyusunan panduan buku 

saku, integritas sangat penting 

untuk memastikan bahwa 

setiap tahapan dalam upacara 

pelantikan dan pengambilan 

sumpah dilaksanakan dengan 

jujur, transparan, dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

Panduan ini juga harus 

memastikan bahwa tidak ada 

penyalahgunaan kekuasaan 

atau prosedur yang 

bertentangan dengan prinsip-

prinsip integritas ASN. 

• Kolaboratif; pada tahapan 

perencanaan ini dilakukan 

dengan diskusi dan 

mendapatkan arahan dari 

kasubbag, mentor serta senior 

yang bertugas pada saat 

penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat. 

 

awal dalam memastikan 

setiap prosedur acara 

dilaksanakan dengan 

efisien, transparan, dan 

profesional. Dengan 

adanya panduan yang 

terstruktur, ASN dapat 

memahami dengan jelas 

peran dan tanggung 

jawabnya dalam setiap 

tahapan upacara, 

mendukung pencapaian 

tujuan dari Smart ASN. 

• Manajemen ASN; Buku 

saku ini juga 

berkontribusi dalam 

pengelolaan sumber 

daya ASN secara lebih 

efektif, dengan 

meminimalisir kekeliruan 

dan memastikan acara 

berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

yang jelas. Ini mendukung 

visi Sekretariat Jenderal 

DPR RI untuk 

menjalankan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

dan akuntabel. 
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2.  

Penyusunan panduan 

berupa buku saku 

penyelenggaraan 

upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS 

• Penyusunan dan 

penetapan petunjuk 

teknis upacara. 

• Perampungan petunjuk 

teknis upacara dan 

pembuatan fisik buku 

saku. 

• Pengesahan dan 

distribusi panduan 

kepada unit terkait. 

Panduan atau 

prosedur tetap 

mengenai tata cara, 

urutan, dan atribut 

dalam pelantikan 

pejabat serta 

pengambilan 

sumpah PNS. 

• Akuntabel; Setiap tahapan 

upacara yang tertulis dalam 

panduan harus dilakukan 

dengan kejujuran dan tidak 

ada penyimpangan dari 

prosedur yang sudah 

ditetapkan. 

• Kompeten; Dengan adanya 

panduan yang jelas, 

penyelenggaraan upacara 

dapat dilakukan dengan lebih 

profesional. Setiap petugas 

yang terlibat akan mengetahui 

tugas dan tanggung jawab 

mereka dengan lebih baik, 

serta menjaga citra 

profesionalisme ASN di mata 

masyarakat. 

• Kolaboratif; Saling 

berkolaborasi dengan senior, 

mentor dan kasubbag terkait 

penyusunan buku saku agar 

tersusun secara sistematis 

sehingga minimnya 

kekurangan dalam 

pelaksanaan upacara. 

• Inovasi dan digitalisasi; 

Dalam kerangka Smart 

ASN, penggunaan buku 

saku yang mungkin juga 

berbasis digital atau 

terintegrasi dengan 

sistem informasi 

manajemen ASN 

(SIMASN) dapat lebih 

mempermudah akses 

data, memonitor 

pelaksanaan upacara 

secara real-time, serta 

minimalisir penggunaan 

kertas. Ini mendukung 

visi Smart ASN yang 

berbasis teknologi, 

transparansi, dan inovasi 

dalam pelayanan. 

• Pelayanan publik yang 

profesional; Buku saku 

sebagai bagian dari 

manajemen ASN 

menunjukkan bahwa 

pemerintah berupaya 

memberikan pelayanan 

publik yang lebih baik. 

Penyusunan panduan ini 

juga merupakan langkah 

konkret dalam 

menciptakan ASN yang 

memiliki kemampuan 

administrasi dan protokol 

Memastikan tercapainya 

tujuan organisasi dalam 

hal menciptakan ASN 

yang profesional dan 

dapat diandalkan, dengan 

meminimalkan 

ketidaksesuaian dalam 

penyelenggaraan 

upacara. 
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yang profesional, sebuah 

aspek penting dalam 

konsep Smart ASN. 

3. 

Pelaksanaan sosialisasi 

buku saku 

penyelenggaraan 

upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS 

• Menyusun materi 

sosialisasi kepada 

seluruh pihak yang 

terlibat dalam 

pelaksanaan upacara. 

• Sosialisasi buku saku 

kepada pihak terkait 

(protokol) 

• Pelaksanaan pelatihan 

dengan cara simulasi 

acara pelantikan.  

Penyuluhan kepada 

seluruh pihak yang 

terlibat, mulai dari 

pengurus upacara 

hingga peserta. 

Mengurangi 

kebingungannya dan 

meningkatkan 

kepatuhan pada 

prosedur yang ada. 

• Akuntabel;. Sosialisasi ini 

memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat memahami 

dan mengikuti prosedur yang 

berlaku, mengurangi potensi 

kesalahan, dan meningkatkan 

efisiensi dalam proses 

pelantikan dan pengambilan 

sumpah. 

• Kompeten; Hal ini 

mendukung terciptanya 

penyelenggaraan upacara 

yang terorganisir dengan baik, 

sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, dan menampilkan 

sikap profesional dalam setiap 

tahap pelaksanaan, dari 

persiapan hingga 

pelaksanaan upacara. 

• Kolaboratif; pada saat 

melaksanakan sosialisasi dan 

simulasi berkolaborasi dengan 

rekan protokol sebagai 

stakeholder. 

• Peningkatan kualitas 

manajemen ASN; 

Sosialisasi buku saku 

memberikan pedoman 

yang jelas dan terstruktur 

tentang bagaimana 

penyelenggaraan 

upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS seharusnya 

dilakukan. Dengan 

adanya standar 

operasional prosedur 

(SOP) yang lebih jelas, 

manajemen ASN dapat 

lebih efektif dalam 

mengatur dan 

melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan 

PNS, termasuk dalam 

pengelolaan sumber 

daya manusia yang ada. 

• Peningkatan smart 

governance; 

mengutamakan 

penggunaan teknologi 

untuk mempermudah 

proses administrasi dan 

komunikasi. Misalnya, 

digitalisasi buku saku 

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan acara di 

Sekretariat Jenderal DPR 

RI dengan prosedur yang 

jelas dan terstandarisasi. 
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yang bisa diakses melalui 

aplikasi mobile atau 

portal pemerintah untuk 

mengakses informasi ini 

dengan lebih mudah, 

meningkatkan 

keterlibatan dan 

pemahaman terhadap 

prosedur yang harus 

dilaksanakan. 

4. 

Evaluasi dan peningkatan 

buku saku 

penyelenggaraan 

upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS 

• Membuat daftar 

pertanyaan terkait 

penggunaan buku saku 

• Menyebarkan kuisioner 

menggunakan google 

form kepada protokol 

yang mengikuti 

sosialisasi  

• Mengolah dan 

menganalisis data hasil 

google form 

• Melakukan tindak lanjut 

hasil dari analisis data 

• Mengunggah buku saku 

digital ke cloud untuk 

mempermudah akses 

penggunaan buku saku 

Panduan yang terus 

diperbarui dan 

disesuaikan dengan 

kebutuhan serta 

peraturan terbaru. 

• Berorientasi pelayanan; 

Buku saku yang jelas dan 

terstruktur akan mendukung 

penyelenggara untuk 

memberikan pelayanan yang 

maksimal dalam menjalankan 

tugas-tugas mereka dengan 

penuh tanggung jawab. 

• Akuntabel; Evaluasi dan 

peningkatan buku saku akan 

membantu memastikan 

bahwa seluruh proses diatur 

dengan jelas, sesuai dengan 

prinsip etika dan integritas 

yang harus dijaga oleh PNS. 

• Kompeten; Buku saku yang 

diperbarui dan dievaluasi 

secara berkala memberikan 

panduan yang lebih baik bagi 

penyelenggara upacara untuk 

menjalankan tugas mereka 

secara profesional. Dengan 

cara ini, evaluasi dan 

• Peningkatan efisiensi 

dan standarisasi 

proses; Dalam konteks 

manajemen ASN, ini 

mendukung tujuan untuk 

menciptakan sistem 

administrasi yang 

terstruktur, sehingga 

mengurangi kesalahan 

administratif dan 

mempercepat 

pelaksanaan proses 

pemerintahan. 

Peningkatan buku saku 

ini juga sejalan dengan 

tujuan Smart ASN, yaitu 

menciptakan ASN yang 

profesional, terampil, dan 

dapat memberikan 

pelayanan publik yang 

lebih baik melalui sistem 

yang terorganisir. 

Menjamin upacara 

pelantikan tetap relevan 

dan efisien, selaras 

dengan visi organisasi 

yang berbasis pada tata 

kelola yang baik dan 

akuntabel. 



24 
 

perbaikan buku saku 

menciptakan sistem yang 

lebih efisien dan profesional 

dalam menyelenggarakan 

upacara penting tersebut. 

• Kolaboratif; kuisioner yang 

diberikan kepada responden 

dan mendapatkan feedback 

dari responden terkait. 

• Kolaborasi antar unit 

kerja; Dalam manajemen 

ASN, keterpaduan antar 

unit kerja sangat penting 

agar proses berlangsung 

lancar dan tidak ada 

kesalahan dalam 

pengelolaan data dan 

administrasi. Smart ASN 

menekankan pada 

penggunaan teknologi 

dan sistem informasi 

untuk memfasilitasi 

koordinasi antar unit 

kerja, yang dalam hal ini, 

buku saku yang 

diperbarui dapat 

terintegrasi dengan 

sistem digital untuk 

memudahkan 

pemantauan dan 

pelaporan. 

Tabel 4.1 matriks rancangan aktualisasi  
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B. Jadwal Rencana Kegiatan 

 
Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No. 
Kegiatan/Tahapan 

Kegiatan 

Agustus September  Oktober 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. 

Perencanaan penyusunan 

panduan buku saku 

penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS. 

    3        

 

a. Mengidentifikasi 

kebutuhan untuk 

penyelenggaraan upacara. 

    3        

 

b. Mencari referensi 

mengenai kebutuhan dan 

persiapan 

penyelenggaraan upacara. 

    4        

 

c. Melakukan diskusi singkat 

dengan tim protokol terkait 

kebutuhan persiapan 

upacara. 

    5        

2. 

Penyusunan panduan berupa 

buku saku penyelenggaraan 

upacara pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS 

     8 15      

a. Penyusunan dan 

penetapan petunjuk teknis 

upacara. 

     8       

b. Perampungan petunjuk 

teknis upacara dan 

pembuatan fisik buku saku  

     10 12      

c. Pengesahan dan distribusi 

panduan kepada unit 

terkait. 

      15      

3. 

Pelaksanaan sosialisasi buku 

saku penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS 

      15      

a. Menyusun materi 

sosialisasi kepada seluruh 

pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan upacara. 

      15      

b. Sosialisasi buku saku 

kepada pihak terkait 

(protokol) 

      17      

c. Pelaksanaan pelatihan 

dengan cara simulasi 

upacara pelantikan. 

      18      



26 
 

4. 

Evaluasi dan peningkatan buku 

saku penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS 

       19 22    

a. Membuat daftar 

pertanyaan terkait 

penggunaan buku saku 

       22     

b. Menyebarkan kuisioner 

menggunakan google form 

kepada protokol yang 

mengikuti sosialisasi 

        25    

 

c. Mengolah dan 

menganalisis data hasil 

google form  

        26    

 
d. Melakukan tindak lanjut 

hasil dari analisis data 
        29    

 

e. Mengunggah buku saku 

digital ke cloud untuk 

mempermudah akses 

penggunaan buku saku 

        1    

Tabel 4.2 matriks jadwal rancangan kegiatan aktualisai 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi 

 Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Buku Saku 

Penyelenggaraan Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah di 

Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan selama masa habituasi kurang lebih 

satu bulan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun pada matriks 

rancangan aktualisasi. Berdasarkan masukan dari penguji pada saat seminar 

rancangan aktualisasi untuk pelaksanaan dimulai pada minggu pertama bulan 

September, pada kegiatan ke-2 di tambahkan tahapan kegiatan berupa 

pengeditan dan perampungan buku saku dan menambahkan nilai-nilai dasar ASN 

Ber-akhlak. 

 

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

 Kegiatan aktualisasi dilaksanakan untuk memenuhi tugas dalam Pelatihan 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II, Sekretariat Jenderal DPR 

RI tahun 2025, selama masa habituasi atau off campus dimulai pada 28 Agustus 

2025 hingga 10 September 2025. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan solusi terhadap isu yang diangkat dalam rancangan 

aktualisasi. Fokus utama dari aktualisasi ini adalah “Buku Saku Penyelenggaraan 

Upacara Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS di Sekretariat 

Jenderal DPR RI”. Pembuatan buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI disusun 

dalam beberapa tahapan kegiatan supaya memudahkan dalam pembuatan buku 

saku sebagai berikut : 

 

1. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 (Perencanaan penyusunan panduan 

buku saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS) 

1.1 Tahapan Kegiatan 

a. Mengidentifikasi kebutuhan untuk penyelenggaraan upacara. 

Tahapan kegiatan ini diawali dengan diskusi singkat bersama mentor 

pada minggu pertama September 2025 dengan menyusun pemetaan 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi, seperti perlengkapan upacara 
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(bendera, sound system, layout tata tempat, mic, dll), susunan acara, 

serta peran masing-masing petugas. Identifikasi ini penting untuk 

memastikan bahwa seluruh komponen acara dapat berjalan sesuai tata 

aturan dan protokol resmi.  

 
Gambar 5.1 Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan upacara 

 

b. Mencari referensi mengenai kebutuhan dan persiapan 

penyelenggaraan upacara. 

Tahap ini dilakukan pada minggu pertama September 2025 dengan 

cara penelusuran terhadap dokumen atau sumber-sumber resmi, 

seperti UU Keprotokolan, SOP dari Peraturan Sekretariat Jenderal DPR 

RI maupun referensi lain mengenai penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS. Tujuannya adalah 

agar rancangan buku saku memiliki dasar hukum dan standar 

operasional yang jelas. 

 
Gambar 5.2 Mencari referensi mengenai kebutuhan  

dan persiapan penyelenggaraan upacara  
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c. Melakukan diskusi singkat dengan tim protokol terkait kebutuhan 

persiapan upacara. 

Diskusi ini dilaksanakan pada minggu pertama September 2025 untuk 

menyamakan persepsi dan membangun koordinasi dengan kasubbag 

upacara, tim protokol serta mentor. Hal ini berguna agar tersusun 

secara sistematis sesuai dengan standar operasional yang jelas. Hasil 

diskusi berupa masukan teknis serta mekanisme pelaksanaan di 

lapangan yang nantinya akan dituangkan ke dalam panduan buku saku. 

 
Gambar 5.3 Melakukan diskusi singkat dengan tim protokol 

 

1.2  Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK 

a. Berorientasi pelayanan; Buku saku ini harus dirancang dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat 

dalam upacara, baik itu pejabat yang dilantik, peserta upacara, maupun 

masyarakat yang menjadi saksi. Menyusun panduan yang jelas dan 

mudah diikuti merupakan bentuk pelayanan publik yang baik, yang 

memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar dan sesuai harapan. 

b. Akuntabel; perencanaan penyusunan panduan buku saku, integritas 

sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam 

upacara pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan dengan 

jujur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panduan ini 

juga harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan 

atau prosedur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas ASN. 
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c. Kolaboratif; pada tahapan perencanaan ini dilakukan dengan diskusi 

dan mendapatkan arahan dari kasubbag, mentor serta senior yang 

bertugas pada saat penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat. 

 
1.3  Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN 

- Smart ASN; Perencanaan penyusunan panduan buku saku upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS merupakan langkah 

awal dalam memastikan setiap prosedur acara dilaksanakan dengan 

efisien, transparan, dan profesional. Dengan adanya panduan yang 

terstruktur, ASN dapat memahami dengan jelas peran dan tanggung 

jawabnya dalam setiap tahapan upacara, mendukung pencapaian 

tujuan dari Smart ASN. 

- Manajemen ASN; Buku saku ini juga berkontribusi dalam pengelolaan 

sumber daya ASN secara lebih efektif, dengan meminimalisir kekeliruan 

dan memastikan acara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
1.4  Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Memastikan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat 

dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang 

jelas. Ini mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menjalankan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 

 

2. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 (Penyusunan panduan berupa buku 

saku penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan 

sumpah PNS) 

2.1  Tahapan Kegiatan 

a. Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis upacara. 

Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ke dua September 

2025. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan referensi yang telah 

didiskusikan, disusunlah petunjuk teknis yang berisi langkah-langkah 

detail penyelenggaraan upacara. Petunjuk teknis ini mencakup 

susunan acara, perlengkapan yang dibutuhkan, tanggung jawab 

masing-masing petugas, serta lampiran draft script MC, naskah 

sumpah jabatan, serta naskah berita acara. 
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Gambar 5.4 Diskusi mengenai juknis upacara 

 

b. Perampungan petunjuk teknis upacara dan pembuatan fisik buku 

saku. 

Setelah petunjuk teknis didiskusikan, langkah berikutnya adalah 

menyusunnya dalam format buku saku yang ringkas, praktis, dan 

mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Perampungan petunjuk 

teknis ataupun buku saku ini dilakukan selama minggu ke-2 dan ke-3 

Bulan September 2025. Buku saku ini kemudian dicetak dan 

didistribusikan kepada tim protokol yang bertugas agar dapat dijadikan 

panduan saat kegiatan berlangsung. 

 
Gambar 5.5 Pembuatan dan perampungan buku saku 

 

c. Pengesahan dan distribusi panduan kepada unit terkait. 

Sebelum digunakan secara resmi, buku saku diberikan kepada mentor 

serta kasubbag upacara untuk diberikan masukan apakah sudah bisa 

digunakan dan didistribusikan kepada tim protokol. Ketika sudah 

disahkan oleh kasubbag upacara maka dilakukan pendistribusian buku 

saku kepada tim protokol dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan 

upacara pelantikan pejabat. 
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Gambar 5.6 distribusi buku saku  

 
2.2  Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK 

a. Akuntabel; Setiap tahapan upacara yang tertulis dalam panduan harus 

dilakukan dengan kejujuran dan tidak ada penyimpangan dari prosedur 

yang sudah ditetapkan. 

b. Kompeten; Dengan adanya panduan yang jelas, penyelenggaraan 

upacara dapat dilakukan dengan lebih profesional. Setiap petugas yang 

terlibat akan mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dengan 

lebih baik, serta menjaga citra profesionalisme ASN di mata 

masyarakat. 

c. Kolaboratif; Saling berkolaborasi dengan senior, mentor dan kasubbag 

terkait penyusunan buku saku agar tersusun secara sistematis 

sehingga minimnya kekurangan dalam pelaksanaan upacara. 

 
2.3  Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN 

- Smart ASN; Inovasi dan digitalisas, penggunaan buku saku yang 

mungkin juga berbasis digital atau terintegrasi dengan sistem informasi 

manajemen ASN (SIMASN) dapat lebih mempermudah akses data, 

memonitor pelaksanaan upacara secara real-time, serta minimalisir 

penggunaan kertas. Ini mendukung visi Smart ASN yang berbasis 

teknologi, transparansi, dan inovasi dalam pelayanan. 

- Manajemen ASN; Pelayanan publik yang profesional Buku saku 

sebagai bagian dari manajemen ASN menunjukkan bahwa pemerintah 

berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penyusunan 

panduan ini juga merupakan langkah konkret dalam menciptakan ASN 
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yang memiliki kemampuan administrasi dan protokol yang profesional, 

sebuah aspek penting dalam konsep Smart ASN. 

 

2.4  Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Memastikan tercapainya tujuan organisasi dalam hal menciptakan ASN 

yang profesional dan dapat diandalkan, dengan meminimalkan 

ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan upacara. 

 

3. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3 (Pelaksanaan sosialisasi buku saku 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

PNS) 

3.1  Tahapan Kegiatan 

a. Menyusun materi sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan upacara. 

Penyusunan materi sosialisasi dilakukan pada minggu ketiga 

September 2025. Materi disusun secara ringkas, padat dan sesuai 

dengan isi buku saku yang meliputi dasar hukum, rundown acara, 

checklist perlengkapan yang dibutuhkan, tata busana serta petugas 

protokol yang bertugas. 

 
Gambar 5.7 materi sosialisasi 

 
b. Sosialisasi buku saku kepada pihak terkait (protokol). 

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan singkat/briefing di ruang 

protokol basement dan ruang rapat protokol agar setiap pihak 

memahami tugas masing-masing. Buku saku dibagikan kepada seluruh 

CASN protokol, senior serta kasubbag upacara sehingga diharapkan 

seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama terhadap jalannya 

upacara. Pada minggu ketiga bulan September 2025 dilakukan 
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sosialisasi dan simulasi kepada tim protokol untuk menguji keefektifan 

panduan serta memastikan tidak ada hal yang terlewat dalam 

persiapan.  

 
Gambar 5.8 Sosialisasi dengan senior protokol 

 

 
Gambar 5.9 Sosialisasi dengan CASN Protokol 

 

c. Pelaksanaan pelatihan dengan cara simulasi upacara pelantikan. 

Pihak yang terlibat menjalani simulasi sesuai dengan buku saku. 

Simulasi bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan teknis saat 

acara berlangsung. Dengan pelatihan ini, setiap peran bisa dievaluasi 

dan diperbaiki sebelum hari pelaksanaan. Simulasi dilakukan pada 

minggu ketiga bulan September 2025 dengan tim protokol. 
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Gambar 5.10 Simulasi upacara pelantikan 

 
 

3.2  Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK 

a. Akuntabel;. Sosialisasi ini memastikan bahwa semua pihak yang 

terlibat memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku, mengurangi 

potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelantikan 

dan pengambilan sumpah. 

b. Kompeten; Hal ini mendukung terciptanya penyelenggaraan upacara 

yang terorganisir dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku, 

dan menampilkan sikap profesional dalam setiap tahap pelaksanaan, 

dari persiapan hingga pelaksanaan upacara. 

c. Kolaboratif; pada saat melaksanakan sosialisasi dan simulasi 

berkolaborasi dengan rekan protokol sebagai stakeholder. 

 

3.3  Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN 

- Manajemen ASN; Sosialisasi buku saku memberikan pedoman yang 

jelas dan terstruktur tentang bagaimana penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS seharusnya 

dilakukan. Dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang 

lebih jelas, manajemen ASN dapat lebih efektif dalam mengatur dan 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan PNS, termasuk dalam 

pengelolaan sumber daya manusia yang ada. 

- Smart governance; mengutamakan penggunaan teknologi untuk 

mempermudah proses administrasi dan komunikasi. Misalnya, 

digitalisasi buku saku yang bisa diakses melalui aplikasi mobile atau 

portal pemerintah untuk mengakses informasi ini dengan lebih mudah, 
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meningkatkan keterlibatan dan pemahaman terhadap prosedur yang 

harus dilaksanakan. 

 

3.4  Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara di Sekretariat Jenderal 

DPR RI dengan prosedur yang jelas dan terstandarisasi. 

 

4. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4 (Evaluasi dan peningkatan buku saku 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah 

PNS) 

4.1  Tahapan Kegiatan 

a. Membuat daftar pertanyaan terkait penggunaan buku saku. 

Pertanyaan disusun pada minggu keempat September 2025 untuk 

mengetahui sejauh mana buku saku dipahami dan digunakan oleh 

peserta sosialisasi. Fokus pertanyaan meliputi kejelasan isi, 

kemudahan dipahami, keterkaitan dengan kebutuhan acara serta saran 

dari stakeholder. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner 

yaitu : 

No Daftar Pertanyaan 

1. Apakah buku saku yang disediakan sudah memadai untuk kebutuhan 

pelaksanaan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS? 

2. 
Bagaimana penataan informasi dalam buku saku, apakah mudah dipahami 

dan diakses oleh pelaksana upacara? 

3.  Apakah informasi yang ada dalam buku saku sudah lengkap dan mencakup 

seluruh aspek penting yang perlu diketahui pelaksana upacara?   

4. Apakah buku saku memuat tata cara pelaksanaan upacara dengan jelas?   

5.  
Apakah buku saku menyediakan informasi yang cukup mengenai tugas dan 

peran setiap pihak dalam upacara? 

6. Apakah buku saku tersebut memudahkan pelaksana upacara dalam 

memahami tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah?   

7. Apakah buku saku sudah mencantumkan informasi yang cukup mengenai 

tata tertib dan etika selama upacara? 

8.  Sejauh mana desain visual buku saku membantu dalam memudahkan 

pemahaman informasi? 

9. Apakah Anda merasa buku saku ini dapat meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah PNS?   

10 
Bagaimana pendapat Anda mengenai kelengkapan informasi mengenai 

susunan acara dalam buku saku?   

11 Apakah ada bagian dari buku saku yang menurut Anda perlu ditambahkan 

atau diperbaiki? 

Tabel 5.1 Daftar pertanyaan kuisioner 
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Gambar 5.11 Google Form Kuisioner Buku Saku 

 

b. Menyebarkan kuisioner menggunakan Whatssapp kepada 

protokol yang mengikuti sosialisasi. 

Penggunaan media digital dipilih untuk memudahkan pengumpulan 

data secara cepat, efektif dan data tersusun dengan baik. Responden 

diarahkan untuk mengisi kuisioner dan memberikan saran mengenai 

buku saku. Penyebaran kuisioner dilakukan pada minggu keempat 

September 2025 dengan mengirimkan link google form serta 

melampirkan buku saku pada google form tersebut dengan 

menggunakan whatsapp group protokol. 

 
Gambar 5.12 menyebarkan kuisioner melalui WA 

 

c. Mengolah dan menganalisis data hasil google form. 

Kegiatan mengolah dan menganalisis data hasil google form dilakukan 

pada bulan keempat September 2025 untuk memahami informasi yang 

diperoleh dari responden. Data yang terkumpul diperiksa agar tidak ada 

kesalahan, kemudian diolah dan dibuat dalam bentuk tabel atau grafik. 

Setelah itu, hasilnya dianalisis untuk mengetahui pola, tren, atau 

pendapat responden. Dari analisis ini diperoleh kesimpulan dan 
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rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan atau pengambilan 

keputusan selanjutnya. 

-  Klasifikasi berdasarkan nilai responden. 

Data yang dianalisis berasal dari hasil kuisioner google form yang 

berisi 11 pertanyaan dengan skor kepuasan responden dan 

klasifikasi hasil menjadi kategori sangat baik, baik, cukup, kurang 

dan tidak baik yang disebarkan bertujuan untuk mengukur 

efektivitas, kemudahan penggunaan dan relevansi buku saku dalam 

mendukung penyelenggaraan upacara pelantikan dan pengambilan 

sumpah PNS. Dari hasil survei yang dilakukan, didapatkan jumlah 

responden sebanyak 30 orang. Nilai kepuasan berada di kategori 

sangat baik (rata-rata 89%), menunjukkan bahwa buku saku ini 

efektif, praktis, dan informatif sehingga meningkatkan pemahaman 

terhadap tugas protokoler dalam pelaksanaan pelantikan pejabat 

serta pengambilan sumpah PNS. 

No Gambar diagram 

1 

 
2 
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3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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8 

 
9 

 
10 

 
Tabel 5.2 analisis data kuisioner buku saku 

 
- Klasifikasi berdasarkan saran dari responden. 

Sebagian besar responden menulis ”sudah bagus”, “tidak ada 

perbaikan”, “cukup informatif dan efisien”. Beberapa saran dari 

responden yang sangat penting yaitu : 

1. Penambahan panduan pakaian petugas protokol dan dasar 

hukum pelaksanaan upacara. 

2. Tambahkan tautan langsung (klik link) di versi digital agar tidak 

bergantung pada barcode. 

3. Konsisten bahasa disarankan menggunakan bahasa yang 

ringkas, formal dan mudah dipahami. 
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Gambar 5.13 saran responden 

 

d. Melakukan tindak lanjut hasil dari analisis data. 

Hasil kuesioner dianalisis untuk menemukan kekuatan, kelemahan, 

serta peluang perbaikan isi buku saku. Rekomendasi dari responden 

digunakan sebagai dasar penyempurnaan format, bahasa, maupun 

konten buku saku. Analisis juga membantu menilai efektivitas kegiatan 

sosialisasi dan simulasi yang telah dilakukan. Dari hasil analisis 

terdapat beberapa saran yang penting dan dilakukan perbaikan pada 

buku saku tersebut yang dilakukan pada minggu keempat September 

2025. 

 
Gambar 5.14 tindak lanjut dari saran kuisioner 
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e. Mengunggah buku saku digital ke cloud untuk mempermudah 

akses penggunaan buku saku. 

Buku saku diperbarui sesuai hasil evaluasi, lalu diunggah dalam bentuk 

digital (misalnya PDF) ke platform cloud (Google Drive atau platform 

internal organisasi). Penyimpanan digital memudahkan distribusi, 

meminimalkan penggunaan kertas, serta dapat diakses kapan saja oleh 

seluruh pihak terkait. 

 

 
Gambar 5.15 mengunggah buku saku ke cloud dan gdrive 

 
4.2  Keterkaitan dengan Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK 

a. Berorientasi pelayanan; Buku saku yang jelas dan terstruktur akan 

mendukung penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh 

tanggung jawab. 

b. Akuntabel; Evaluasi dan peningkatan buku saku akan membantu 

memastikan bahwa seluruh proses diatur dengan jelas, sesuai dengan 

prinsip etika dan integritas yang harus dijaga oleh PNS. 

c. Kompeten; Buku saku yang diperbarui dan dievaluasi secara berkala 

memberikan panduan yang lebih baik bagi penyelenggara upacara 

untuk menjalankan tugas mereka secara profesional. Dengan cara ini, 

evaluasi dan perbaikan buku saku menciptakan sistem yang lebih 

efisien dan profesional dalam menyelenggarakan upacara penting 

tersebut. 

d. Kolaboratif; kuisioner yang diberikan kepada responden dan 

mendapatkan feedback dari responden terkait. 

 



43 
 

4.3  Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN 

- Manajemen ASN; ini mendukung tujuan untuk menciptakan sistem 

administrasi yang terstruktur, sehingga mengurangi kesalahan 

administratif dan mempercepat pelaksanaan proses pemerintahan. 

Kolaborasi dan keterpaduan antar unit kerja sangat penting agar proses 

berlangsung lancar dan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan data 

dan administrasi. 

- Smart ASN, Peningkatan buku saku ini juga sejalan dengan tujuan 

yaitu menciptakan ASN yang profesional, terampil, dan dapat 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui sistem yang 

terorganisir. Menekankan pada penggunaan teknologi dan sistem 

informasi untuk memfasilitasi koordinasi antar unit kerja, yang dalam hal 

ini, buku saku yang diperbarui dapat terintegrasi dengan sistem digital 

untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan. 

 

4.4  Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi 

Menjamin upacara pelantikan tetap relevan dan efisien, selaras dengan visi 

organisasi yang berbasis pada tata kelola yang baik dan akuntabel. 

 

C. Stakeholder 

Kegiatan aktualisasi yang direncanakan melibatkan para petugas protokol di Unit 

kerja Biro Protokol dan Humas. Dalam pelaksanaannya, para petugas protokol 

yang terpilih sebagai sampel berpartisipasi dalam uji coba penggunaan buku saku 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di 

Sekjen DPR RI. Sebelum memulai uji coba, penulis memberikan sosialisasi 

kepada para peserta yang terlibat untuk memastikan pemahaman yang 

menyeluruh mengenai fungsi dan manfaat buku saku tersebut sebagai acuan 

kerja. 

 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan aktualisasi. 

Berikut kendala serta strategi menghadapi kendalanya, yaitu : 
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No. Kendala Strategi 

1 Keterbatasan referensi teknis terkini Pada tahap awal penyusunan kesulitan 

memperoleh pedoman resmi terbaru 

mengenai tata upacara pelantikan, 

khususnya terkait format naskah 

pelantikan dan sumpah PNS. Sehingga 

dibantu oleh senior untuk mencari draft 

naskah yang diperlukan.  

2 Desain visual dan tata letak informasi. Menciptakan tampilan yang menarik 

namun tetap ringkas yang isinya berisi 

tata cara upacara yang formal dan kaku.  

Tabel 5.3 Kendala dan strategi menghadapi kendala 

 

E. Analisis Dampak 

Aktualisasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam persiapan serta pelaksanaan upacara pelantikan dan sumpah PNS di 

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui buku saku sehingga memberikan dampak 

positif yang signifikan bagi unit kerja bagian protokol, antara lain dalam hal 

meningkatkan kesiapan, pengurangan potensi miskomunikasi antar petugas, 

serta terciptanya kerja yang lebih konsisten dan profesional, dengan penjelasan  

sebagai berikut :   

1. Jangka pendek dalam waktu kurun waktu 0-3 bulan : meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran protokol tentang pentingnya penggunaan buku saku 

penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan sumpah PNS, sehingga lebih 

terampil dan efisien.  

2. Jangka menengah dalam waktu kurun waktu 4-6 bulan : dengan adanya 

buku saku seluruh pihak terkait mengetahui langkah demi langkah yang harus 

dilakukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan upacara sehingga 

mempercepat koordinasi dan berdampak positif pada produktivitas kerja tim.  

3. Jangka panjang dalam waktu kurun waktu 7-10 bulan : setelah kegiatan 

aktualisasi ini, diharapkan para protokoler dapat menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai unit 

kerja, sehingga meningkatkan kualitas dari hasil kinerja yang telah dilakukan.  

 

Selain dampak-dampak di atas, diharapkan setelah aktualisasi ini dilaksanakan 

terdapat peningkatan kemampuan adaptasi Unit Kerja Bagian Protokol dalam 
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mengikuti perkembangan teknologi yang sejalan dengan visi dan misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI untuk menjadi Kesekretariatan yang modern dan responsif 

terhadap perubahan dalam jangka waktu 1 tahun. 

 

F. Before dan After  

Sebelumnya belum adanya buku saku mengenai penyelenggaraan upacara 

pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI 

hanya terdapat SOP mengenai upacara tersebut. Maka dari itu dibuatlah Buku 

Saku ini sebagai bahan acuan yang sah dan dapat dipergunakan ketika ada 

upacara pelantikan pejabat sehingga mengurangi risiko kesalahan maupun 

kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat penyelenggaraan upacara 

tersebut. 

SEBELUM ADANYA BUKU SAKU SETELAH ADANYA BUKU SAKU 

• Tidak adanya pedoman buku saku 
penyelenggaraan upacara. 

• Koordinasi antar unit sering tidak 
sinkron. 

• Tersedianya panduan operasional 
terstandar. 

• Proses upacara lebih efisien dan 
profesional. 

• Meningkatkan citra dan kredibilitas 
Protokol Sekretariat Jenderal DPR 
RI. 

• Terbangunnya kolaborasi antar unit 
kerja dengan pendekatan smart 
ASN berbasis digitalisasi dokumen. 

Tabel 5.4 before dan after 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Aktualisasi dalam penyelenggaraan upacara pelantikan pejabat dan 

pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI berfokus pada 

peningkatan kualitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas 

keprotokolan. Melalui rancangan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih 

terstruktur dan terorganisir dengan baik, serta memperbaiki tantangan yang 

selama ini menghambat pelaksanaan acara tersebut. Beberapa isu yang 

teridentifikasi dalam proses ini seperti belum adanya panduan yang jelas terkait 

penyelenggaraan upacara yang dapat menurunkan kredibilitas dan 

profesionalisme acara, Kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja yang 

menyebabkan potensi miskomunikasi dan keterlambatan dalam pelaksanaan 

serta tidak adanya juknis yang mengatur tata busana dan atribut upacara, yang 

dapat mempengaruhi keseragaman dan kesan formal acara.  

 Penyelesaian terhadap isu-isu ini mencakup penyusunan buku saku yang 

berisi panduan lengkap tentang prosedur, tata cara, dan atribut dalam 

pelaksanaan upacara. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta proses yang 

lebih terstruktur dan efisien, meningkatkan kualitas koordinasi antar unit kerja, dan 

memperkuat citra institusi melalui tata kelola yang lebih baik. Teknologi juga 

dimanfaatkan untuk mendukung implementasi buku saku digital yang 

mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi.  

 Dengan langkah-langkah ini, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah 

PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dengan lebih profesional dan 

efisien, sejalan dengan visi misi organisasi untuk menciptakan ASN yang 

berintegritas dan responsif terhadap perubahan. 

 

B. Saran 

Demi meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan upacara pelantikan 

pejabat dan pengambilan sumpah PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu 

disusun panduan yang jelas mengenai prosedur, urutan acara, dan atribut yang 

digunakan. Hal ini dapat dicapai dengan penyusunan buku saku yang terstruktur 

dan melibatkan koordinasi antar unit kerja yang lebih efektif melalui pembentukan 

29 tim koordinasi dan rapat rutin. Selain itu, penting untuk menetapkan juknis tata 
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busana dan atribut untuk memastikan keseragaman dan profesionalisme. 

Pemanfaatan teknologi dalam bentuk buku saku digital juga mempermudah akses 

informasi dan meningkatkan efisiensi. Terakhir, pelatihan dan sosialisasi kepada 

semua pihak yang terlibat memastikan pemahaman yang lebih baik tentang 

prosedur dan meningkatkan keterampilan teknis para petugas. Langkah-langkah 

ini memperkuat tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan citra institusi. 
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